PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Memmbang a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor

Mengingat

o 1.

34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan
Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 1998 yang
mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor perlu ditinjau kembali;

bahwa untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu
mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jambi Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan . Bermotor yang selanjutnya ditetapkan
kembali dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112),
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. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76) Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Juncto Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
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dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan - antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambaban Lembaran
Negara Nomor 4139);



10.

1L

12.

13.

14.

15.

16.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  dan - Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan - Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak
Daerah; :

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan
Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri - dan Otonomi Daerah
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk
HukumDaerah; ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah.
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR.
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a.

b.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

~ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Propinsi Jambi;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jambi
selanjutnya disebut Pemda;

Gubernur adalah Gubernur Jambi;

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi
Jambi;

Kendaraan Bermotor adalah Semua kendaraan beroda
atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di
jalan umum dan digerakan oleh peralatan teknik
berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar;



Bahan Bdraan Bermotor yang selanjutnya disebut (BBKB)
adalah Byang digunakan untuk menggerakkan kendaraan
‘bermotor;

. Stasiun ‘Iha,n Bakar Umum selanjutnya 1diéebut SPBU
adalah leyalur bahan bakar untuk umum;

. Badan adbentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroater, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Dael nama dan dalam bentuk apapun persekutuan,
Perkumph, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi
yang sejega dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usg

Pajak Bd Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
PBB-KB|jak atas Bahan Bakar yang disediakan atau
dianggapuntuk Kendaraan Bermotor; ' :

Surat Pan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
SPTPD rat yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkingan dan pembayaran pajak yang tertuang
menurut Jerundang-undangan yang berlaku;

. Surat Set Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah
Surat yann oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran
dan penyk terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkaernur;

Surat Tag Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah
Surat unfkan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupa biau denda;

. Surat K@jak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD

adalah Stusan yang menentukan besarnya Pajak yang
terhutang
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut
SKPDKR adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi adm1mstras1 dan jumlah
yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut
SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terhutang sama besamya dengan kredit pajak atau pajak tidak
terhutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;

*Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan
terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau
terhadap pemotongan atau pungutan oleh plhak ketiga yang diajukan
oleh wajib pajak; ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mesgolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Daerah
berdasarkan Peraturan Darah ini;




u. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, uatuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya,

v. Keputusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan ' yang
diajukan oleh wajib pajak.

BAB 1I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama PBB-KB dipungut Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan
Bermotor. :

Pasal 3

(1) Objek PBB-KB adalah Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap
digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk Bahan Bakar yang
digunakan untuk Kendaraan Di atas Air;

2) Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin,
solar dan gas.

Pasal 4

(1) Subjek PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor;

(2) Wajib PBB-KB adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
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BAB 111
DASAR PENGENAAN TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK
: Pasal § (=

(1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan
bermotor;

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud péda ayat (1) tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). ah

Pasal 6
(1) Tarif PBB-KB ditétapkan sebesar 5 % (lima perseratus);

(2) Besamya PBB-KB terhutang dihitung dengan mengalikan tarif
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan dasar
pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Wilayah Pemungutan PBB-KB meliputi wilayah tempat penyedia BBKB
dan dilingkungan Perusahaan tempat SPBU yang berada dalam wilayah
Daerah. : -

BAB V
MASA PAJAK, SAAT TERHUTANG PAJAK
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh
Gubernur yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah
pajak terhutang;
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(2) Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambllan
bahan bakar dari penyedia.

Pasal 9
(1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD;

(2) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
~benar dan lengkap serta dltanda tangam oleh wajib pajak atau
kuasanya;

(3) SPTPD sebagaimana’ dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
kepada Dinas Pendapatan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh)
pada bulan berikutnya.

Pasal 10

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat :
a. . nama alamat lengkap penyedia bahan bakar,
b. jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang diserahkan oleh
penyedia.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1) Besarnya Pajak terhutang dihitung, dlperhltungkan dan ditetapkan
sendiri oleh wajib pajak;

(2) Wajib pajak menyetor pajak dengan tidak tergantung pada adanya
SKPD.
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Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak,
Gubernur dapat menerbitkan

a. SKPDKB dalam hal : ‘

1. Apabila berdasarkan hasil pemerlksaan atau keterangan paJak
terhutang atau kurang bayar;

2. Apabila SPTPD tidak dlsampalkan kepada Kepala Daerah
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara
fnrfnh’c

;3 Apablla kewajiban mengisi SPTPD tidak dlpenuhl pa]ak yang
~terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT ditemukan data baru dan atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah pajak yang disetor.

(2) Jumlah kekurangan Pajak terutang dan SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajek tersebut;

(4) Kenaikan sebagaimana diraksud pada ayat (3) tidak dikenakan

apabila wajib pajak melapokan sendiri sebelum dikenakan tindakan
pemeriksaan;
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(5) Jumlah pajak yang terutang dim SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka Jikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25 % (duapluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi tupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari besarn pajak yang kurang atau terlambat

~ dibayar untuk jangka waktu png lama 24 (dva puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnyzjak. e

o Pal 13

(1) Gubernur dapat menerbitkan 9D apabila -
a. Pajak dalam tahun berjalardak atau kurang dibayar: o
b. Dari hasil penelitian SPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis a1 salah hitung;
c. Wajib pajak diberikan sankidministrasi berupa bunga atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yasterutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufdan huruf b ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sdsar 2 % (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 (lima bel) bulan sejak saat terutang pajak;

(3) SKPD " yang tidak atau kg dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksilministrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan ditagih milui SPTPD;

(4) Bentuk, isi dan tata cara nyampaian STPD ditetapkan eleh
Gubernur. ‘ ' ;

B} VI
TATA CARA PEMBAIRAN DAN PENAGIHAN
| ' Pal 14

(1) Wajib pajak PBB-KB at penyedia bahan bakar wajib
memperhitungkan PBB-KB pa saat pemesanan bahan bakar oleh
SPBU kepada penyedia; ‘ ’
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(2) PBB-KB dipungut sekaligus dimuka oleh Penyedia pada saat
pengambllan bahan bakar.

Pasal 15

() PBB-KB wapb dlSCtOI' selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya;

(2) Penyetoran PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke
Kas Daerah atau tempat lain yang dltunjuk oleh Gubernur,

(3) Tata cara penyetoran PBB KB dltetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal 16

(1) Pajak yang . terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;

(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.

. BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 17

(1) Gubernur berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada avat 1 ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.
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| ~ BAB VI A |
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN .
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADM[NISTRASI
- Pasal 18

(1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat
membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
~dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.

(2) Gubernur dapat :
‘a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenakan pajak yang terutang menurut Peraturan
‘Daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib
pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 19

( 1) Wajib pajak dapat menga_]ukan keberatan hanya kepada Kepala
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKRBT;

SKPDLB;

SKPDL.

o oo o
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(2) Keberatan dlajukan secara tertuhs dengan dlsertal alasan—alasan yang
jelas;

(3) Dalam hal Wa]lb pajak mengajukan keberatan atas kctetapan pajak
secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan pajak tersebut,

4 Keberatan harus dlaxukan dalam |angka waktu paling lama 3 (tlga)
bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu

itn tidak dannf rimpnuhl karena keadaan diluar keknasaannya;

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda keWajibanf"membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20 -
(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas
keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya pajak
terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Gubernur tidak memberi keputusan maka keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21
(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan
Penyelesaian sengketa pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur;
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan
sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dan pelaksanaan
penagihan pajak.

Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagian atau
seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga 2 % sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(M

()

4)

&)

BAB X
KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran PBB-KB wajib pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Gubernur;

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Gubernur atau Pejabat tidak mengambil suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan;

Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan

“untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;

Pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam waktn paling lama 2 (dua) hulan ceiak
diterbitkannya SKPDLB;
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(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak;

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN BIAYA PUNGUTAN
Pasal 24

(1) Hasil Penerimaan PBB-KB ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk Propinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. - Untuk Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

(2) Bagian penerimaan Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagikan
kepada Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur;

(3) Kepada petugas pemungut diberikan Biaya Pemungutan sebesar 5 %
- (lima persen) dari hasil pungutan dan pembagiannya diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
KADALUWARSA
Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana dalam Peraturan Daerah ini.
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(2)

(D

@

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud padiayat (1)

. tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat tegﬁran dan surat'paksa atau ;- |
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung
maupun tidak langsung.

" BAB XIII
PENGAWASAN
- Pasal 26

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Derah ini
dilaksanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;

Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1pasal ini

- ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

M

)

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

Wajib pajak yang karena kealfaannya tidak menyampaika: SPTPD
atau - mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkp atau
melampirkan - keterangan yang tidak benar sehingga mrugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurunga paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak dua kali jumih pajak
terutang; '

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau keteranan tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidan dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda palin banyak
4 kali jumlah pajak terutang;
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indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun se Jak saat

terutangnya pajak atau berakhlrnya masa pajak

(D

@
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BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 28 V

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

Wewenang Penyidik sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
perbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah,



g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
Tuangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana pada huruf e; '

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
dibidang perpajakan Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan menurut hukum
yang dapat bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
* Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi
Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Juni 2002

GUBERNUR JAMBI
ttd

H. ZULKIFLI NURDIN -

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 28 Juni 20()2

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI

ttd

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 7
SERI B NOMOR 7

104



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perekonomian Otonomi
Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab,
pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah - yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang
berasal dari Pajak Daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan
lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
Pembangunan dan Pemberian pelayanan kepada masyarakat serta
usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan
penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya
semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari
sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan
kinerja pemungutannya Pajak, melalui Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pemungutan pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan
Jenis pelayanan kepada masyarakat.
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Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih
lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sehingga wajib pajak
dengan mudah dapat memahami dan memenuhi kewajiban
perpajakannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 -

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1) Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk
kendaraan bermotor adalah Bahan Bakar yang
diperoleh melalui, antara lain, Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian .
Bahan Bakar Umum untuk Kendaraan Diatas
Air. ' ‘

Ayat (2) Termasuk dalam pengertian bensin adalah
antara lain, premium, premix, bensin biru,
super TT. g

Pasal 4 o
Ayat (1) Subjek PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor melalui SPBU.

Ayat (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan

yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor melalui SPBU.
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Ayat (3) "Yang dimaksud dengan penyedia Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, antara lain, Pertamina dan
Produsen lainnya.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas
Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dengan
demikian, harga eceran Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini
sudah termasuk Pajak ini.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8 s/d 11
Cukup jelas

Pasal 12
Angka 1
Huruf (a)
Butir 3 Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung secara
Jabatan.
Pasal 13 s/d 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1) Untuk pengembalian Pajak dimaksud ayat (1)
pasal ini dananya disediakan dalam APBD pada
setiap Tahun Anggaran.
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Pasal 24 s/d 27
Cukup jelas

Pasal 28 -

Angka (1)
Cukup jelas

Pasal 29 s/d 31
Cuku jelas
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